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ABSTRAK 

 

Dalam menentukan sebuah perjanjian bisnis dimana manusia diwajibkan 

memenuhi perjanjian tersebut karena sudah ada dalil yang mengaturnya, Seperti hal 

nya pada bisnis ojek panggilan dimana ojek panggilan di Sukarame Bandar Lampung 
sama halnya dengan ojek  online tapi pemesanannya secara manual yaitu melalui fitur 

whatsapp. Dalam ojek panggilan ada beberapa ketentuan perjanjian yaitu salah 

satunya adalah tentang penentuan tarif yaitu dimana dalam perjanjian dalam grup 
whatsapp ojek panggilan tarif terendah senilai Rp. 4.000,00 dan potongan harga 

senilai Rp. 3.000,00 akan tetapi pada kenyataannya pihak driver menentukan tarif 

tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam grup ojek panggilan yaitu dengan 

ketentuan perjanjiannya tarif terendah senilai Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai 

Rp. 3.000,00-Rp. 5.000,00. Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang di 

Sukarame Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik 

ketentuan pelaksanaan perjanjian Bisnis Ojek Panggilan. Skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan perjanjian bisnis ojek panggilan atau opang di Sukarame 

Bandar Lampung serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik 

pelaksanaan ketentuan perjanjian bisnis pada ojek panggilan. Penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (Field Research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif 

Analisis, sumber berasal dari penelitian lapangan dan literatur buku yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah dari 
pihak driver dan Penumpang ojek panggilan. Adapun teknik pengumpulan datanya 

dengan wawancara langsung dengan narasumber kemudian hasilnya diolah secara 
sistematis. Berdasarkan pada praktik dilapangan driver ojek panggilan dalam 

memberikan tarif tidak berdasarkan ketentuan perjanjian yang dicantumkan pada grup 
whatsapp yaitu dimana dalam grup whatsapp ojek panggilan mencantumkan tarif  

terendah Rp.4.000,00 dan potongan berselisih antara Rp.3.000,00- Rp 5.000,00 

setelah penumpang melakukan tawar menawar terhadap tarif awal yang diberikan 
driver lalu driver memberikan tarif diatas ketentuan perjanjian yang dicantumkan 

pada grup whatsapp ojek panggilan pihak penumpang tetap memberikan upah tarif 

yang diberikan oleh driver itu sendiri namun dengan keadaan yang terpaksa. Menurut 

hukum Islam praktik yang dilakukan oleh pihak driver sudah memenuhi rukun akan 

tetapi tidak memenuhi syarat perjanjian dalam Islam yaitu praktiknya driver tidak 

melaksanakan ketentuan perjanjian yang sudah di tentukan dalam grup whatsapp dan 

juga tidak memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam yaitu asas janji itu mengikat 

dan asas amanah hal ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dalam Al-Quran yang 

sudah dijelaskan pada Q.S. Al-Maidah ayat 1 ,Q.S. Al-Isra ayat 34 dan Q.S. An-Nisa 

29 yaitu dimana setiap bermuamalah atau setiap melakukan suatu usaha jika 

melakukan perjanjian maka diwajibkan harus memenuhi perjanjian atau akad itu dan 

jangan mengambil harta dari jalan yang batil dan pemberian upah  harus saling ridho 

dan saling sukarela agar tidak ada pihak yang dirugikan. 
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MOTTO 

 

                          

               الله         

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

)Q.S An-Nisaa(4):29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menentukan langkah awal dalam memahami judul skripsi 

adalah dengan menguraikan  arti dari setiap istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi. Dengan adanya penegasan judul dalam skripsi ini 

dimaksudkan agar tidak ada disinterpertasi terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi, selain itu juga tujuan dari 

penegasan judul ini adalah sebagai proses penekanan terhadap permasalahan 

pokok yang akan dibahas dalam. 

Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan ( Studi Pada Ojek 

Panggilan Atau Opang di Sukarame Bandar Lampung)  

Untuk itu penguraian dari judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari).
1
 

2. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur 

secara jelas dan tegas dalam Alquran atau hukum-hukum yang 

ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, 

puasa, haji, syûra, dan denda akilah.
2
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Dan Kebudyaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078. 
2
 Siti Mahmudah. “Reformasi Syariat Islam : Kritik Pemikiran Khalîl „Abd Al-Karîm”. 

Jurnal Al-Adalah. Vol. 8 No.1 (Juni 2016), h. 83 
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3. Ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan: 

ketetapan.  

4. Perjanjian adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.
3
 

5. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada 

konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis 

kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang 

berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. 

Dalam artian, sibuk menV Bgerjakan aktivitas dan pekerjaan yang 

mendatangkan keuntungan.
4
 

6. Ojek adalah  sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara 

memboncengkan penumpang atau penyewa nya dengan membayarkan 

sejumlah uang.
5
 

7. Panggilan Adalah  imbauan; ajakan; undangan.
6
 

Dari definisi diatas, hal yang menjadi fokus dari pembahasan penulis 

adalah bahwa maksud skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan yang ditinjau dari 

hukum Islam dan untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti oleh penulis. 

                                                             
3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Islam, (Bandar Lampung : PT Citra Aditya 

Bakti, 2010),   h. 289. 
4
 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Indonesia, (Yogyakarta :  FH UII Press, 

2014), h. 5 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Ke dua  

Edisi Ke empat, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 978 
6
 Ibid., h. 1001 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menentukan judul 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis 

Ojek Panggilan adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Karena dengan melihat munculnya permasalahan dalam penentuan 

jumlah tarif pembayaran suatu ojek panggilan atau opang yang 

tidak sesuai dengan penjelasan suatu deskripsi di dalam grup sosial 

media yaitu whatsapp. Dimana dalam grup whatsapp tersebut 

dijelaskan negosiasi harga sesuai dengan kesepakatan dengan tarif 

terendah yaitu Rp. 4.000,00 dan potongan minimal Rp. 3000,00. 

Namun pada penerapannya ketika ojek panggilan melakukan 

penjemputan penumpang harga yang diberikan pada awalnya yaitu 

sebesar Rp. 6000,00 dengan penawaran Rp. 4000,00 oleh 

penumpang ditolak oleh driver lalu meminta harga Rp 5000,00. 

Dalam hal tersebut jelas bahwa potongannya hanya Rp.1000,00 

padahal dalam deskripsi potongan minimal Rp. 3000,00 dan tarif 

terendah Rp 4.000,00 maka dalam tarif pembayaran yang sudah 

dicantumkan dalam grup ojek panggilan itu tidak sesuai dengan apa 

yang sudah di sebutkan oleh pihak driver itu sendiri . 

b. Karena masih sedikit masyarakat pelaku bisnis yang tidak 

menerapkan dan memahami prinsi-prinsip dalam bermuamalah 

khususnya para pelaku bisnis itu sendiri. 



4 

 

 

 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini dibahas sesuai dengan disiplin ilmu  yang dipelajari 

dibidang  Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca 

terhadap hukum tentang perjanjian ojek atau Opang di Sukarame 

Bandar Lampung tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lainnya dan dituntut untuk berinteraksi dari 

manusia satu ke manusia lain oleh karena itu sebagai manusia harus 

menyadari akan keterlibatan dalam suatu ruang lingkup kehidupan dan 

mencapai suatu tujuan yang lebih maju dan untuk memenuhi kehidupan 

yang lebih maju. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi 

Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan 

yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan 

dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam 

bidang muamalah, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang 

bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, 

melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, 

perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan 

tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah 

mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal 
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muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru 

yang umumnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang seperti Undang-

Undang tentang Lembaga Keuangan Syaraiah (LKS) atau dituangkan dalam 

fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual beli maupun 

tentang suatu bisnis.
7
  

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling 

membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup 

untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi 

maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu hukum Islam 

mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga 

mungkinkah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi 

kemudharatan kepada orang lain. Faktor- faktor keterbatasan manusia itulah 

sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, 

kerjasama, dan pinjam-meminjam. 

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat 

menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan 

muncul sejak dulu hingga sekarang. Bentuk- bentuk kejahatan pun 

bervariasi, contoh nya kejahatan dalam dunia bisnis pun sangat marak 

terjadi. Kemajuan pendidikan dan teknologi di indonesia, ditambah 

kurangnya kesadaran diri dan hukum yang mengaturnya menyebabkan 

terjadi nya kecurangan dalam suatu perjanjian bisnis. 
8
  

                                                             
7
 Daeng Naja,  Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, (Bandung : PT. Citra 

Aditya, 2016),  h.34.  
8
Rahardjo Agus, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Teknologi, (Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti, 2002), h. 29 
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Adapun contoh implementasi dari Q.S Al-Maidah ayat 1, seseorang 

diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya, dapat 

dikatakan Iltizam disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang 

meneruskannya. Demikian pula dengan Ta‟widh, atau tadhmin terhadap 

suatu kerugian yang tertimpa oleh orang lain, baik langsung ataupun tidak 

langsung, Iltizam merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi 

dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang 

yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya 

dalam batas- batas tertentu. 
9
 

Seperti hal nya pada bisnis ojek panggilan dimana ojek panggilan 

sama halnya dengan ojek online tapi pemesanannya secara manual yaitu 

melalui fitur whatsapp. Dalam ojek panggilan ada beberapa ketentuan 

perjanjian yaitu salah satunya adalah tentang penentuan tarif yaitu dimana 

dalam perjanjian dalam grup whatsapp ojek panggilan tarif terendah senilai 

Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3000,00 akan tetapi pada 

kenyataannya pihak driver menentukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan 

perjanjian dalam grup ojek panggilan yaitu dengan ketentuan perjanjiannya 

tarif terendah senilai Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3000,00. 

Misalnya, si yupita memesan ojek panggilan dari UIN Raden Intan 

Lampung kearah jalan Pandawa dan driver memberikan tarif awal senilai 

Rp. 7.000,00 lalu yupita menawar tarif tersebut senilai Rp.4000,00 karena 

dalam ketentuan perjanjian tersebut terdapat potongan harga Rp.3000,00 

                                                             
9
 Deni K Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah 

(Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Junal Al- Adalah, Vol 7, No. 4 (Desember 

2015) , h. 702.  
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akan tetapi driver menolak dan meminta tarif nya senilai Rp.5000,00 maka 

hal ini bertolak belakang dengan ketentuan perjanjian yang tercantum dalam 

grup whatsapp tersebut. 

Maka hal ini menurut penulis sangat perlu di teliti  agar tidak ada lagi 

pihak-pihak yang dirugikan. Bukankah hak dan kewajiban dua orang yang 

melakukan  transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar 

setiap hak sampai kepada pemiliknya, hubungan antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena ada pihak-

pihak yang merugikan dan dirugikan. 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwasan ojek panggilan 

atau opang ini seperti hal nya dengan ojek online lainnya akan tetapi cara 

pemesan nya lewat grup whatsapp dan dalam grup tersebut adanya 

ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pihak admin yang ditujukan kepada 

penumpangnya. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan (Studi Pada Ojek 

Panggilan Atau Opang di Sukarame Bandar Lampung). Fokus penelitian 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut: 

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah  pada ojek panggilan atau 

opang di Sukarame Bandar Lampung. 

2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik pelaksanaan 

ketentuan perjanjian bisnis ojek panggilan atau opang di Sukarame 

Bandar Lampung. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami rumuskan beberapa 

rumusan yaitu : 

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek 

Panggilan atau Opang (Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang di 

Sukarame Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik ketentuan 

pelaksanaan perjanjian Bisnis Ojek Panggilan? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Pada umumnya, sebuah penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu 

permasalahan yang ada dalam lingkungan dalam bermasyarakat dan untuk 

menguji dan menganalisa suatu pengetahuan. Demikian pula dengan 

penelitian penulis yang memiliki tujuan khusus yakni : 

Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada 

Ojek Panggilan atau Opang Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang 

Sukarame Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang Studi 

Pada Ojek Panggilan atau Opang. 
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G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian bisnis ojek 

panggilan atau opang supaya kehati-hatian dalam memilah ojek agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kasus ojek  online 

dan tidak ada lagi tindakan manipulasi dari sebuah perjanjian dan 

perikatan dalam bisnis usaha ojek. dan diharapkan dapat 

menambahkan wawasan pemikiran  keIslaman pada umumnya dan 

civitas akademik fakultas syariah, jurusan muamalah pada khususnya 

dan juga diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti berikut nya 

sehingga proses pengkajiannya berjalan lancar dan memperolah hasil 

yang  maksimal. 

b. Secara Praktis, penelitian dimaksudkan sebagai syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang 

diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang 

mempunyai kriteria yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunkan metode kualitatif. Metode kualitatif disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), 
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dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.
10

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research). Jenis penelitian lapangan (Field Research) adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mencari informasi seputar 

permasalahan yang dikaji baik berupa wawancara secara 

langsung kepada admin dan penumpang ojek panggilan itu 

sendiri. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga 

menggunakan  penelitian kepustakaan (library research) yang 

bertujuan untuk mencari informasi dari buku-buku yang terkait 

dalam skripsi, catatan dan laporan hasil penelitian terdahulu. 

b. Sifat Penelitian 

Deskriptif-analisis yaitu dilakukan dengan cara 

menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.
11

 Maka dari itu 

dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana 

Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang 

(Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang di Sukarame Bandar 

Lampung) ditinjau dari Hukum Islam. 

 

                                                             
10

 Ibid., h.7  
11

 Saifuddin Azwar , Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.66 
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2. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data primer dan sekunder 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek 

penelitian sebagai informasi yaitu data yang bersumber dari Admin 

grup whatsapp ojek panggilan, dan penumpang ojek panggilan atau 

opang di Sukarame Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer 

yaitu data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, yang berkaitan  

dengan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai hukum-

hukum, undang-undang yang mengatur ketentuaan tersebut buku-

buku yaitu seperti Undang-undang, Perlindungan Konsumen, 

Hukum Perdata Islam di Indonesia, Buku- buku Fiqh, Hukum 

Ekonomi Syariah, Fiqh Mumalah, dan Al-Quran dan Hadist yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi 

ini. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan . 
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Adapun populasi dalam penelitian ini yang sejumlah 36 orang 

sebagai Admin grup Whatsapp Ojek Panggilan, dan 211 

Penumpang Ojek Panggilan jadi Populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 247 orang. 

b. Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini yang diambil sejumlah 16 

orang yang terbagi 6 orang sebagai admin grub Whatsapp Ojek 

Panggilan, dan 10 Penumpang Ojek Panggilan. Untuk menentukan 

jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Purposive Sampling yaitu sampel yang terpilih dengan cermat 

sehingga relevan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah:  

1. Admin grup Ojek Panggilan  

2. Penumpang Ojek Panggilan  

Dengan adanya kriteria diatas maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 6 orang sebagai admin Grup Whatsapp 

Ojek Panggilan, dan 10 Penumpang Ojek Panggilan dan yang 

dijadikan sampel berjumlah 16 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara 

mengumpulkan data yang diinginkan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam suatu penelitian. 

Adapun cara yang digunakan yaitu : 
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a. Observasi  

Observasi adalah Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai 

ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu 

Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam 

yang lain. 

Teknik pengamatan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
12

 

b. Wawancara atau Interview 

Wawacara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil.
13

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis maupun foto tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya.
14

  

 

 

                                                             
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2017), h. 226 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2016), h.137 
14

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung : PT Remaja  Rosdakarya, 

2016), h. 217    
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5. Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa 

kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan 

untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap dan benar atau sudah relavan 

dengan penelitian maupun data dari lapangan.
15

 

b. Sistematika Data 

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa yaitu yang disusun berdasarkan urutan masalah, dengan 

cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian 

diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Masalah 

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis 

masalah, analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan 

dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang  dalam masyarakat.
16

 Menggunakan analisis kualitatif 

dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu 

                                                             
15

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta : Rineka 

Cipta 1993), h. 82 
16

 Bambang, Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta :  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 105 
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dengan cara bermula dari data  yang bersifat umum  tersebut ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Hukum Perjanjian dalam Islam 

a. Pengertian Hukum Perjanjian dalam Islam 

Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia disebut “akad” 

dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqd, yang 

berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt), 

sebagai suatu istilah hukum Islam ada beberapa definisi yang 

diberikan kepada akad (perjanjian) : 

a) Menurut pasal 262 Mursyid al-haira, akad merupakan 

pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan 

kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada 

objek akad. 

b) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, pertemuan ijab dan 

kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih 

untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
17

 

 

Kamus Al-Mawrid, menterjemahkan al-„Aqd sebagai 

contract and agreement atau kontrak dan perjanjian.
18

 Dalam 

bidang ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan. yaitu akad, 

wa‟ad, „ahd, dan iltizam. Akad (al-„aqd), menurut istilah adalah 

suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, 

                                                             
17

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh 

Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68. 
18

 Munir Al-Ba‟labakiyy, Qamus Al-Mawrid,( Beirut: Dar Al-„Ilm Al- Malayyin, 1990),  

h. 770. 
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maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki 

implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.
19

 

Menurut Jurjani, bertitik tolak dari kata „aqd atau „uqdah 

yang berarti “Simpul atau Buhul” seperti yang terdapat pada 

benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata „aqd 

semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan.
20

  

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:  

 ارْتبَِاطُ إيَْْابٍ بِقَبُ وْلٍ عَلَى وَجْوٍ مَشْرُوْعٍ يَ ثْبُتُ  أثَْ رَهُ فِِ مَََلَّوِ 

“Pertalian atau keterkaitan antara ijab dan qabul  sesuai 

dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan”. 
21

 

 

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata : „aqada- 

ya‟qidu- „aqdan, yang sinonimnya: 

1. Ja‟la „uqdatan, yang artinya: menjadikan ikatan. 

2. Akkada, yang artinya: memperkuat. 

3. Lazima, yang artinya : menetapkan.
22

 

Dalam hukum Islam, akad atau kontrak berasal dari bahasa 

Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (hissy) 

maupun tidak nampak (ma‟nawy). Sedangkan akad menurut istilah 

                                                             
19

 Dahrul Muftadin, “Dasar Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam 

Transaksi Syariah”.Jurnal Al-„Adl, Vol. 11 No.4 ( Januari 2018), h. 101. 
20

 Gemala Dewi, et. al. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2005), 

h. 4. 
21

 Oni Sahroni, M. Hasanudin,Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2016), h. 5. 
22

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 109. 
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adalah suatu kesepakatan atau komitment bersama baik lisan, 

isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki 

implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak 

disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang 

diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh 

pihak lainnya secara sah menurut hukum syar‟i dan menimbulkan 

akibat pada subjek dan objeknya. Rumusan akad di atas 

mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian 

kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang 

akan dilakukan dalam suatu yang khusus.
23  

Menurut prof. Dr. M. Tahir Azhary, S.H. Hukum perjanjian 

Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari 

Al-Quran, As-Sunnah (hadist) dan Ar-Ra‟yu (ijtihad) yang 

mengatur tentang hubungan antara dua atau lebih mengenai suatu 

benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.
24

 Berdasarkan 

pengertian para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan aqad 

sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak 

syariat yang menetapakan adanya pengaruh ( akibat ) hukum pada 

objek perjanjian.
25

 

                                                             
23

 Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat Keabsahan  “Sebab Yang Halal” Dalam 

Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. Jurnal Hukum Islam, Vol.2, No. 1, (2017), h. 9. 
24

 Gemala Dewi, et. al, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia..., h. 3. 
25

 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga 

Keuangan Syariah, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.6. 
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Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya berjudul 

hukum perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu 

perjanjian termuat beberapa unsur yaitu: 

1.  Al- ahdu ( perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak 

ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini 

mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan 

janji tersebut. 

2. Persetujuan Antar Pihak, yaitu pernyataan setuju dengan 

pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh 

pihak pertama. 

3. Ada Tujuan Yang Akan Dicapai 

Apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka 

terjadilah apa yang dinamakan „aqdu oleh Al-Quran yang 

terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1. 

Proses perjanjian ini tidak terlalu berbeda dengan proses 

perjanjian yang dikemukakan oleh subekti yang didasarkan 

pada KUH perdata. 
26

 

4. Ada Prestasi yang Harus Dilaksanakan 

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan 

kewajiban tertentu,  yang satu dengan yang lainnya saling 

                                                             
26

 Gemala Dewi, et. al. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2005), 

h. 46. 
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berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk 

memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut 

adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.
27

 

Akad atau perjanjian  yang sesuai dengan syari‟ah adalah 

yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), 

maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), 

risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad 

mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini 

merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. 

Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan 

usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat 

disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya 

akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan 

dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan 

jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan 

sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat 

dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa 

kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan 

sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena 

itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).
28
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b. Rukun dan Syarat Perjanjian Dalam Islam  

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad 

(perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad 

dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk 

sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur 

tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena 

adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, 

lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, 

unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga 

terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang 

membentuknya, menurut ahli- ahli hukum Islam kontemporer, 

rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu: 

1. Para pihak yang membuat akad ( al- „aqidan) 

2. Pernyataan kehendak para pihak ( Shighatul- „aqd) 

3. Objek akad ( mahallul- „aqd) 

4. Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd). 
29

 

Di bawah ini akan kita bicarakan satu persatu dari rukun akad 

tersebut secara rinci : 

a) Para pihak yang membuat akad ( al- „aqidan) 

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan 

akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan 
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akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili 

orang lain.
30

 

b) Pernyataan Kehendak Para Pihak ( Shighatul- „aqd) 

Pernyataan  kehendak para pihak atau ijab qabul. 

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ijab sebagai berikut 

ijab adalah melakukan perbuatan khusus yang menunjukan 

kerelaan yang timbul pertama pembicaraan salah seorang 

yang melakukan akad, atau yang menempati tempatnya, baik 

datangnya dari orang yang memberikan hak milik maupun 

dari orang yang menerima hak milik sedangkan qabul adalah 

pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah 

seorang yang melakukan akad, yang menunjukan kecocokkan 

dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan 

oleh yang pertama.
31

 

Yang dimaksud dengan shighat al-„aqd  Merupakan 

rukun yang terpenting. Kerana melalui pernyataan inilah 

diketahui maksud setiap pihak- pihak yang berakad .
32

 

Bentuk-bentuk shighat ijab qabul. 

1. Lafad atau Ucapan  

Lafad atau ucapan merupakan cara alamiah 

untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung 

dalam hati, yang banyak digunakan oleh manusia 
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23 

 

 

 

karena mudah dan jelas. Bahasa dan redaksi yang 

digunakan adalah bahasa dan redaksi yang dapat 

dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan 

akad. 

Menurut fiqh, dalam subjek akad perorangan, 

tidak semua orang dipandang cakap dalam 

mengadakan akad. Ada yang dipandang cakap tentang 

tindakan dan tidak cakap sebagian yang lainnya, dan 

ada pula yang dipandang cakap dalam melakukan 

tindakan. 
33

 

2. Akad dengan Perbuatan ( al-„Aqd bi al-Mu‟ath ah) 

al-„Aqd bi al-Mu‟athah adalah suatu akad 

dengan cara tukar- menukar langsung dengan 

perbuatan yang menunjukan kerelaan tanpa 

melafalkan ijab atau kabul.  

3. Akad dengan Isyarah  

Akad dengan isyarah bisa terjadi dari orang 

yang bisa berbicara dan bisa juga dari orang yang 

bisu. Apabila orang yang melakukan akad itu tidak 

mampu berbicara, seperti orang bisu, menurut riwayat 

yang rajih dan mazhab hanafi, ia harus menggunakan 

tulisan jika ia mampu menulis dan apabila ia tidak 
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bisa menulis maka ia menggunakan isyarah yang 

dapat dipahami sebagai pengganti ucapan. 

4. Akad dengan Tulisan dan Utusan 

Tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai 

pengganti ucapan dengan lisan oleh karena itu, akad 

yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah, seperti 

halnya akad dengan lisan, dengan syarat tulisan harus 

jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.  

c) Objek Akad ( Mahallul- „Aqd) 

Objek akad adalah segala sesuatu yag dijadikan 

sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang- kadang benda 

yang bersifat ma‟liyah, seperti barang yang dijualkan, 

digadaikan, atau dihibahkan dan adakalanya bukan maliyah, 

seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa 

manfaat seperti benda yang disewakan. 
34

 

Para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh wahbah 

zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus 

dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek.
35

 

1. Benda harus ada pada saat dilakukan akad 

2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan 

ketentuan syara‟. 

                                                             
34

 Ibid.,  h. 128 
35

 Ghufron A, Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002), h.86-89 



25 

 

 

 

3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkkan 

pada waktu akad. 

4. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui 

oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan antara keduanya.  

5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis 

dan tidak mutanajis.  

d) Tujuan Akad atau Perjanjian 

Maudhu‟ul aqad adalah tujuan dan hukum suatu akad 

disyariatkan untuk hal tersebut. Dalam hukum Islam tujuan 

akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi 

SAW, dalam hadist, menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat 

dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. 

Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.
36

 

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya 

keberadaan hukum syar‟i dan ia berada diluar hukum itu sendiri 

yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tak ada.
37

 

Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada  

empat macam, yaitu :
38
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1. Syarat In‟iqad (terjadinya akad) 

Syarat In‟iqad adalah sesuatu yang disyaratkan 

terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah 

menurut syara‟, apabila syarat tersebut tidak terwujud maka 

akad menjadi batal.  

2. Syarat Sah  

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ 

untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. 

Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid 

tetapi tetap sah dan eksis. 

3. Syarat Nafadz (Kelangsungan Akad) 

 Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat: 

a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. 

b) Didalam objek akad tidak ada hak orang lain. 

c. Asas Hukum Perjanjian Dalam Islam 

Asas berasal dari bahasa arab asas yang berarti dasar, basis 

dan fondasi, secara etimologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang 

menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
39

 

Asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah 

kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan 

berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.
40
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1. Asas Ibahah ( mabda‟ al-ibahah) 

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam 

bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam 

adagium pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan 

sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, 

untuk tindakan- tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-

bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang 

disebutkan dalam dalil-dalil syariah.
41

 

2. Asas kebebasan berkontrak atau open system 

Maksudnya adalah bahwa setiap orang boleh 

mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. 

Ketentuan tentang asas ini disebutkan didalam pasal 1338 

KUHperdata, yang undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.
42

 

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam 

didasarkan kepada dalil yaitu : 

firman Allah SWT dalam Q.S AL-Maidah ayat 1 

                          

                   َالل           

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 
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itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba 

kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia 

dalam pergaulan sesamanya” (Q.S. Al-Maidah : 1) . 
 

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari Q.S Al-

Maidah ayat 1 adalah bahwa menurut Usul fiqih (metodologi 

penentuan hukum Islam) perintah dalam ayat ini menunjukan 

wajib. Artinya memenuhi akad hukum nya wajib. Dalam ayat 

ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata 

sandang “al” (al-uqud). Menurut kaidah ushul fiqih yang 

diberi kata sandang “al” menunjukan keumuman. Dengan 

demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang 

dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang 

tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.
43

 

3. Asas Konsensual 

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi 

sejak saat tercapainya kata sepakat  (konsesus) antara pihak-

pihak mengenai pokok perjanjian sejak saat itu dan 

mempunyai akibat hukum. 
44

 maksud dari asas ini adalah 

bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara 

para pihak yang mengadakan perjanjian. Maka perjanjian 

tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut 
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telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah 

memenuhi tiga syarat, tetapi yang paling utama dan pertama 

adalah telah terpenuhi kata sepakat dari mereka yang 

membuatnya.
45

 

4. Asas Janji Itu Mengikat 

Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat banyak perintah 

agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, “perintah itu 

pada asas nya menunjukan wajib”. Itu berarti bahwa janji itu 

mengikat dan wajib. Ini berati bahwa janji itu mengikat dan 

wajib dipenuhi. 
46

 

5. Asas Keseimbangan ( Mabda‟ at-Tawazum fi al- 

Mu‟wadhah) 

Dalam hukum perjanjian Islam tetap menekankan 

perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa 

yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan 

dalam memikul resiko. 

6. Asas Kemaslahatan ( Tidak Memberatkan) 

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad 

yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan 

kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqah). 
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7. Asas Amanah  

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-

masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi 

dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum 

Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanah, salah satu 

pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak 

lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup 

perjanjian yang bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah 

bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang 

semestinya disampaikan dalam perjanjian itu sendiri. 

8. Asas Keadilan 

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh 

semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan 

perintah Al-Quran yang menegaskan pada Q.S. AL-Maidah:8  

   للَ ا    َالل            

“Berlakulah Adillah, Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada 

Takwa” (Q.S Al-Maidah : 8.)
47

 

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh 

pihak. 
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d. Berakhirnya Akad atau perjanjian 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir 

apabila:  

a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 

tenggang waktu. 

b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 

sifatnya tidak mengikat. 

c) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad bisa 

dianggap berakhir jika jual beli fasad, seperti terdapat unsur-

unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 

akad yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tidak 

tercapainya tujuan akad secara sempurna. 

d) Salah satu pihak meninggal. 

2. Pengertian Bisnis dalam Islam  

a. Pengertian Bisnis dalam Islam 

Understanding is the begining of all wisdom (pengertian 

adalah permulaan dari semua kebijaksanaan), demikian yang 

dikatakan dalam peribahasa inggris. Kata bisnis (indonesia) berasal 

dari bahasa inggris business (plural businesses). Mengandung 

sejumlah arti diantaranya usaha komersial yang menyangkut soal 

penukaran uang bagi produsen dan distributor  (goods).
48
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Dalam kamus besar bahasa indonesia, mengartikanya sebagai 

usaha dagang, usaha komersial, dalam dunia perdagangan, bidang 

usaha.
49

  Sedangkan definisi etika bisnis sebagai seperangkat nilai 

tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis 

berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis 

berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis 

harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan 

berrealisasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya 

dengan selamat.
50

  

Kata syariah biasa disebut asy-syariah (mufrad dari syara‟i 

secara harfiah berarti jalan kesumber air” dan tempat orang orang 

yang minum”. Orang-orang arab menggunakan istilah ini khusus 

pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda 

yang jelas terlihat dimata. Kata ini dikeluarkan dari kata syara‟a 

syai yang artinya “ menjelaskan  dan menyatakan sesuatu”, atau 

dikeluarkan dari kata asy- syir‟atu dan asy- syari-atu yang artinya 

“suatu tempat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber 

air yang tidak habis-habisnya, sehingga orang yang 

membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.
51
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Kata syariah tiada lain dalam Al-Quran kecuali hanya pada 

satu ayat, yaitu dalam Q.S. AL-Jatsiyah ayat 18 yang diturunkan 

dimekah.  

                           

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 

syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 

yang tidak mengetahui (Q.S. AL-Jatsiyah ayat 18). 
52

 

 

Mahmoud m. Ayoub, menulis: Kata syariah seringkali 

dipahami sebagai dasar hukum. Ini hanya merupakan sebagian 

pengertianya saja. Syariah bukan hukum dalam pengertian kita 

sebagai hukum sekuler. Bahkan pada dasarnya, syariah merupakan 

serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam 

Al-Quran, kemudian diuraikan dan diterapkan melalui teladan 

kehidupan sunnah Nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat 

dipercaya secara nalar pada umat. 
53

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis 

syariah adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan dan 

ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis 

secara syar‟i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan 

kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
54
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 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Al-Karim Tajwid Dan Terjemah 

Edisi Wanita, (Surabaya:Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 500. 
53

 Mahmoed M. Ayoub, Islam Antara Keyakinan Dan Praktik Ritual, (Yogyakarta: AK 

Group, 2004), h . 168-169. 
54

 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah...., h. 23. 
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b. Dasar Hukum Bisnis Dalam Islam  

Praktik bisnis syariah bersumber kepada:  

a) Al-Quran  

Al-Quran adalah kalam Allah SWT, yang menjadikan 

mukjizat, yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW, 

yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara 

mutawwatir, dan dipandang sebagai Ibadah bagi yang 

membacanya. 
55

 

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT berikut ini  

                  

                    

    

Artinya : Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar 

diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun 

oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),Ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di 

antara orang-orang yang memberi peringatan,Dengan 

bahasa Arab yang jelas.Dan Sesungguhnya Al Quran itu 

benar-benar (tersebut) dalam Kitab-Kitab orang yang 

dahulu (Q.S. Asy-syuara: 192-196).
56

 

 

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentan 

bisnis diantara nya terdapat dalam beberapa surat sebagai 

berikut : 

                                                             
55

 Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 118. 
56

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Al-Karim Tajwid Dan Terjemah 

Edisi Wanita...., h.106. 



35 

 

 

 

                           

                    َالل        

    

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya (Q.S. AL-Maidah :1 ) 

 

                           

                       

  اللُ                  الَل       

                           

                               

                         

                             

                           

الِل                        

                        

                          

    َالل       َالل    ُالل         

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
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mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu 

orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 

atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah:282) 

 

                          

                     َالل    

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-nisa:29) 
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               ِالل      

                 

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan 

dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, 

dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari 

yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. 

(Q.S. An-Nahl:90) 

 

b) Al-hadist 

Al-hadist adalah sesuatu yang diriwayatkan dari 

rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan 

ketetapannya setelah beliau diangkat menjadi nabi. 
57

 

Dalam hadist yang berbunyi 

ًَ اللهُ عَنْوُ قلََ: قلََ رَسُىْلُ اللهِ صلعم,  ًِ سَعيْدٍ رَضِ عَنْ ابَ

هدََاءِ )رواه  يقِْيْنَ وَالْشُّ دِّ دُوْقُ الامَِيْنُ مَعَ الْنَّبيِِّيْنَ وَالصِّ الَْتَّاجِزُالصَّ

 التزمذي(

Artinya “ dari abu sa‟id radhiyallahu anhu., katanya : 

rasulullah SAW. Bersabda pedagang yang jujur yang 

dapat dipercaya itu bersama para nabi dan orang-orang 

yang benar serta para syuhada. (H.R Tirmidzi)
58

 

 

c. Etika Bisnis Dalam Islam 

Etika memiliki 2 pengertian yaitu 

a) Etika sebagai moralitas berisikan moral  dan norma–norma 

kongkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup 

manusia dalam seluruh kehidupan.  

                                                             
57

 Mardani, Hadist Ahkam, Cet-1, (Jakarta: Rajawali,2012), h.2.  
58

 Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 178 
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b) Etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu 

manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat 

dipertanggungjawabkan 
59

  

Sedangkan bisnis adalah sebagai kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur 

dan terus menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-

barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, 

atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
60

 

Jadi definisi etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang 

baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan 

prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti 

seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus 

komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrealisasi 

guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan 

selamat. 
61

 

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, 

pengelolaan dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis 

syariah yaitu : 

1. Menolak monopoli 

Monopoli adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang 
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atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, 

2. Menolak eksploitasi. 

3. Menolak diskriminasi. 

4. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

5. Terhindar dari usaha tidak sehat.
62

 

Menurut yusuf qardhawi, Islam mempunyai etika dalam 

berbisnis yaitu:
63

 

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang 

diharamkan. 

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur 

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 

4. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 

5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal 

menuju akhirat.  

Yang berkaitan dengan moral pebisnis adalah 

1) Kejujuran  

هُمَا قَلَ :  دٍ اَلَحسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طاَلِبٍ رَضِى الل عَن ْ عَنْ اَبِى مََُمَّ
حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلُ الل صَلَى الل عَلَيْوِ وَسَلَمً: دَ عْ مَا يرُيِْ بُكَ إِلَى 

نَتٌ وَالْكَذِبَ ريِْ بَةٌ)   دى(مواه الت ر مالَايرُيِْ بُكَ,فَإِنَّ الصِّدْ قطمأْنيِ ْ
Dari abu muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra, 

ia berkata: “saya menghafal beberapa kalimat dari 
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rasulullah SAW, yaitu “tinggalkanlah apa yang kamu 

ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan 

dan kerjakanlah apa yang tidak kamu raguka. 

Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan 

dusta itu menimbulkan kebimbangan (H.R. Tirmidzi). 
64

 

 

2) Pemenuhan Janji Dan Perjanjian 

Al-Quran dan Sunnah secara tegas telah memerintahkan 

untuk memenuhi segala macam janjian ikatan perjanjian. 

Hal ini terdapat dalam. 

 

  ...              

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungan jawabnya”. (Q.S. Al-Isra Ayat 

34)
65

 

d. Prinsip Perdagangan Atau Bisnis Masa Rasulullah  

Rasulullah muhammad SAW pernah mengatakan bahwa 

sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas 

perdagangan. Prinsip dasar bisnis menurut Islam adalah adanya 

unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi 

kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya 

keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan (Q.S. 

An-nisa :29). Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan 

dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang 

bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi 
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contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu 

perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah 

pihak .
66

 

Sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa‟id 

menegaskan saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan 

dirumuskan dalam golongan para nabi, golongan orang jujur dan 

golongan para syuhada. (H.R. Tirmidzi).
67

 

Hadist tersebut menunjukan bahwa dalam setiap transaksi 

perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran 

dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang 

lain.
68

 

e. Bekerja Dan Bisnis Dalam Pandangan Islam 

a) Kedudukan Bekerja Dan Bisnis Dalam Islam  

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala 

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu 

berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalu 

bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.
69

 

Menurut Dr. Yusuf qardhawi, bekerja adalah bagian 

ibadah dan jihad jika sang bekerja bersikap konsisten terhadap 

peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya.  
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b) Etos Kerja Dan Profesinalisme Kerja Dalam Islam 

Etos kerja berasal dari bahasa yunani, dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta 

persepsi terhadap nilai bekerja.  Adapun etos kerja adalah 

sikap atau pandangan terhadap kerja yang dimiliki seseorang, 

suatu kelompok manusia atau suatu bangsa.
70

 Etos kerja dalam 

Islam merupakan kepercayaan seorang muslim bahwa kerja 

memiliki kaitan dengan tujuan hidupnya yakni memperoleh 

keridhaan Allah SWT.  

  Diantara sikap etos kerja adalah 

1. Tekun dalam bekerja 

2. Istiqomah dalam bekerja 

3. Menggunakan waktu sebaik mungkin dalam bekerja 

4. Ikhlas  

5. Jujur  

6. Memiliki komitmen dalam suatu perjanijan
71

 

Selain bekerja, Islam juga menuntut setiap muslim agar 

dalam bekerja dibidang apapun haruslah bersikap profesional. 

Inti dari profesionalisme paling tidak dicirikan tiga hal : 

1. Kafaah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang 

dilakukan. 

                                                             
70

 Muhammd Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h, 96. 
71

 Mardani, Hukum Bisnis Syariah....,  h. 89. 



43 

 

 

 

2. Himmatul „Amal, yaitu memiliki semangat etos kerja yang 

tinggi. 

3. Amanah, diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur 

pengontrol utama tingkah laku. Sifat amanah akan 

melahirkan pekerja atau pebisnis yang mempunyai sifat 

sebagi berikut:  

a.    Tidak memberi hadiah Tidak makan riba. 

b. Tidak wanprestasi atau ingkar janji 

c. Tidak menipu 

d.  Tidak korupsi 

e.  Tidak zalim. 
72

 

3. Upah Mengupah 

a. Pengertian Upah Mengupah (Al-Ijarah) 

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata يأ -أجز جز  

(ajara –ya‟jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi 

sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah mengupah atau imbalah 

untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, 

baik bersifat materi maupun immateri.  

 Al-syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut :  

فَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَا ىعَلَ عَقْدٌ   لِ وَالأباَ حَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ لْبَذْ بلِةٍ لِ مَن ْ

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, 

dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan 

diperbolehkan oleh syara”
73
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 Ulama malikiyah dan hambaliyah mendefinisikan ijarah : 

ةً مَعْلُومَةً بعِِوَضٍ   تََلِْيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّ

”Pemilikian manfaat suatu barang yang mubah dengan 

penggantian”.
74

 

 

Menurut syafiiyah mendefinisikan ijarah : 

فَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابلَِةٍ للِْبَذْلِ وَالِإباَحَةِ بِعِوَضٍ  وَحَدُّ عَقْدِ اْلِإجَارَةِ :عَقدٌ عَلَي مَن ْ
 مَعْلُوْمٍ 

“Akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang 

dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan 

dengan imbalan tertentu”.
75

 

 

Kata ijarah dirujuk kepada al-Qur‟an dalam surat Al-

Qashah berkenaan dengan pelayanan sewa-menyewa Nabi Musa as 

oleh Syu‟aib atas rekomendasi puterinya setalah Nabi Musa as 

membantu mereka mencari air: 

                          

                         

                          

      الُل        

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 
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tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati 

kamu. dan kamu insya Allah  akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik". (Q.S Al-Qashas:26-27)
76

 

 

 

Ada juga  ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), 

yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang 

menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari 

barang. 
77

 

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan 

keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, 

sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam 

menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada 

seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah 

dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup yang wajar. 

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) 

perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama 

antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak 

atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu 

merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya 

kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.  

Jadi upah mengupah (al-ijarah ) adalah memberikan 

imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 
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diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan 

bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
78

 

b. Dasar Hukum Upah Mengupah (Al-Ijarah) 

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama 

memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, as-

sunnah dan ijma‟. Legitimasi dari Al-Quran antara lain : 

a. Firman Allah SWT dalam Q.S. AL-Baqarah ayat 233 

                            

            َالل         َالل            

 

Artinya : “Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan”.
79

 

 

 

b. Firman Allah Dalam Surat Al-Talaq Ayat 6 : 

  ....              ....   

 

Artinya:...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya... 

 

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat 

yang menyatakan disyariatkan ijarah, antara lain 
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Hadist Riwayat Dari Abdullah Bin Umar  

أَعْطوُا الَأجْيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ  -صلي الل عليو -عَنْ عَبْدِ الِل بْنِ قَالَ رَسُولُ اللِ 
فَّ عَرَقوُُ   يَِْ

 “Dari abdullah bin umar : Rasulullah SAW, bersabda : 

berikanlah upah orang yang bekeja sebelum keringatnya 

mengering”
80

 

 

امَ أَجْرَهُ. )رواه البخار ومسلم(اِحْتَجِمْ وَاعْطِ   الحُْجَّ

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya 

kepada tukang bekam itu”(Hadist riwayat muslim)
81

 

 

Selain legalitas dari ayat dan hadist diatas, ijarah 

diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma‟. Ijarah 

juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan 

jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli adalah 

manfaat barang. 
82

 

c. Rukun Dan Syarat Ijarah  

1. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, 

berakal dan atas kehendak sendiri.  

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-nisa: 29 

                        

                      َالل    

       
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa: 29). 

 

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan 

mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna 

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
83

 

2. Orang yang menerima upah , dalam hal ini disyaratkan baligh 

dan berakal. 

3. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang 

dikerjakan, dalam hal ini menjadi objek upah mengupah adalah 

sesuatu yang diperbolehkan menurut agama(Islam). 

4. Imbalan sebagai bayaran upah, dalam hal ini disyaratkan: 

a) Tidak berkurang nilainya. 

b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan 

upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 

c) Bisa membawa manfaat yang jelas. 

5. Akad (ijab qabul) dalam hal ini disyaratkan : 

a) Akad (ijab qabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu 

dikerjakan. 

b) Akad (ijab qabul ) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan 

urusan lain. 
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c) Akad (ijab qabul ) harus terjadi atas kesepakatan bersama.
84

 

    Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun as-sunnah 

mengenai hal pengupahan adalah para musta‟jir harus memberi 

upah kepada mu‟ajjir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, 

sedangkan mu‟ajjir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap 

sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta‟jir maupun mu‟ajjir 

dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada 

beberapa telaah pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah Nurul Latifah 

(2014) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan 

Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi Pada Ojesa Bandar Lampung”. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian usaha 

antara  ojesa dengan driver ojesa serta mengetahui pandangan 

hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini 

adalah lapangan (field research) dan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif sumber berasal dari penelitian lapangan dan literatur buku 

teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung 
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dengan narasumber, kemudian hasilnya dikelola secara kualitas. 

Hasil penelitian ini bahwa dikemukakan dari analisis perjanjian 

antara calon driver ojesa dengan pemilik ojesa ini sesuai dengan fiqh 

muamalah serta tidak menyalahi konsep Islam. Akan tetapi peraturan 

dan kebijakan mengenai perjanjiannya perlu dievaluasi.
85

 

2. Skripsi dari Hasiyah (2014) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku di Desa 

Kutawaringin Kabupaten Pringsewu”Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian    dalam gadai 

pohon duku dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

perjanjian gadai pohon duku  dan tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sistem perjanjian dalam gadai pohon duku dan untuk 

mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem 

perjanjian gadai pohon duku. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (fiel research) bersifat deskritif analisis. Pengumpulan 

datanya yaitu wawancara, dan dokumentasi sumber data berasal dari 

data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan 

sistem perjanjian gadai terjadi tanpa adanya bukti tertulis tanpa 

adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad. Dan 

sistem pejanjian gadai pohon duku yang dilakukan oleh masyarakat 

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam sistem perjanjian 

gadai pohon duku terdapat adanya akad yang dilarang yaitu 
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berkumpulnya jual beli dengan qardh dan berkumpulnya qardh 

dengan ijarah, karena termasuk kedalam bay‟ (jual beli) dan qardh 

yang dibarengi dengan syarat imbalan lebih juga dilarang karena 

mengarah ke unsur riba.
86

 

3. Skripsi dari Firman Hidayat (2005)” Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT 

Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004”. 

Rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT federal 

internasional finance cabang bandung. Tujuannya untuk mengetahui 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian 

kredit sepeda motor di PT federal internasional finance cabang 

bandung. Penelitian ini bersifat evaluatif dengan pendekatan 

normatif yuridis, sehingga dari hasil penelitian ini adalah bahwa 

perjanjian kredit sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan hukum 

Islam dan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.
87

 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik 

kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan 

penulis menjelaskan ketentuan praktik perjanjian ojek panggilan atau 
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opang yang dimana menentukan tarif tidak berdasarkan perjanjian yang 

tercantum di grup whatsapp pada ojek panggilan itu sendiri. 
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